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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 411 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakanan ketentuan Pasal 163 Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 19’ Tambahan Lembaran
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Neocara reniihlils
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL a republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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indonesia Tahun 2019 Nomor ‘I’A},

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Koodefikasi dan Numenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 13);

et
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PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimasud dengan :

a0

10.

11,

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Kas Umum Daerah adalah temp

at penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh  Penerimaan Daerah dan membayar seluruh

Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh  Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai
dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas
pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan

nermintaan nemhavaran
per ayaran,
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Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara  Pengeluaran untuk  membiayai kegiatan
operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai
kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.



14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24,

-4

Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang disingkat KKPD adalah
Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD,
setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh
bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada
waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran
pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran
secara sekaligus.

UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan
belanja  (limit) kredit kepada BP atau BPP yang
penggunaannya dilakukan dengan KKPD.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang
selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang
digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk
menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai sub kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA
yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk
menerbitkan KKPD.

Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN
adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang
menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi
angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi
khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD
dalam melakukan transaksi.

Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat
dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk
pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang diajukan
oleh PPTK.

Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut
E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui
sistem katalog elektronik atau toko daring.

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring
adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan
Barang/Jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui
sistem elektronik dan ritel daring.
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Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam
negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk
industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi
lainnya terkait barang/jasa.

Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya
disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang
dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE).

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/
Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas,
dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan
surat perintah membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang
tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1
(satu) bulan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA
SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran
DPA  SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat
menggunakan LS dan UP.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut
SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran
DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas beban APBD.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar

i all 28800 Al

kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama Bupati.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang
menjadi kewenangan  Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan = Daerah  untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga Negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit
SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
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modalnya dimiliki oleh daerah.

.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

: - G disi
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.
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49. Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh

pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan penggunaan laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan

terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

50. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi
pemerintah Daerah.

S1.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah.

52. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

pengelola keuangan daerah;

APBD;

penyusunan rancangan APBD;

penetapan APBD;

pelaksanaan dan penatausahaan;

laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan
APBD;

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

me Ao o

=

j. badan layanan umum daerah;
k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
1. informasi keuangan daerah; dan
m. pembinaan dan pengawasan.
(3) Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-12-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 411.
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